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Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembel gjaran demokratisasi masyarakat dalam
mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan
kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikas Perencanaan Pembangunan/
FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan
program pembangunan diwilayahnya.

Tesisini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang
dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol
masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk
memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FK PP
tersebut.

Metodeol ogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive
Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu K epala Bappeda K ota Depok,
Camat dan Lurah serta Peserta FK PP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah
Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kK ecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan
yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.

Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu padateori "aladder of Empowerment” Burns, dkKk.
Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam

pel aksanaan FK PP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan FK PP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan
kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas
kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana
pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas
memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun
menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai
wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan
faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai
warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat
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bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya
posis pemerintah dalam forum ini juga menghambat pel aksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan
kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik
menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya
partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FK PP, tidak
adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pel aksanaan kontrol.

Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang
partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelgaran demokrasi akan
sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat
dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan
FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu
diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pel aksanaan FK PP menurut jenjang
partisipasi yang ada di kota Depok



